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MOTTO

“Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh
perahu, memegang kemudian dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung
oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan
tercapai olehnya tanah tepi ”
(Buya Hamka)"

! Buya Hamka, Aktivis dan Sastrawan Indonesia 1908-1981
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RINGKASAN

Sering dijumpai kasus-kasus pemalsuan yang berujung pertengkaran
dikalangan keluarga serta berujungnya di Pengadilan, saat ini banyak orang-orang
yang beritikad tidak baik karena memang sulit dalam memperoleh sertifikat
dengan cara yang benar dan banyak kasus tersebut tersiar di media cetak maupun
elektronik, pembeli tidak mengalami gugatan dari pihak lain, tetapi dalam jangka
panjang pembeli akan mengalami gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki
ha katas tanahnya. Pemalsuan tersebut akan mengalami cacat hukum pada suatu
akta dapat menyebabkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan
kemudian. Berkaitan dengan hal tersebut, PPAT yang bersangkutan dapat
melakukan pembelaan meskipun didalam ketentuan hukum tentang PPAT belum
diatur mengenai hal tersebut; dengan kehendak/keterangan yang telah diberikan
dimana PPAT bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas
kebenaran dan keaslian dari identitas penghadap, melainkan bertindak
berdasarkan bukti materiil yang telah lengkap yang diberikan kepadanya.
Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan
melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban Notaris dan PPAT dalam
pemeriksaan pencegahan data serta sertifikat sebagai persiapan pembuatan akta
jual beli tanah, kewajiban Notaris dan PPAT dalam meneliti persyaratan jual beli
tanah, dang tanggungjawab Notaris dan PPAT beserta akibat hukumnya apabila
dalam pembuatan akta jual beli tanah di wilayah tertentu tersebut terdapat data-
data yang dipalsukan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian
hukum ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan Perundang-undangan
(statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dikaji.
Suatu hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach)
apabila dibantu dengan pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach)
yang akan menjadikan penelitian hukum ini dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.

Dalam Kongres INI (Ikatan Notaris Indonesia) yang diselenggarakan, inti
dari tugas notaris selaku pejabat umum ialah mengatur secara tertulis dan autentik
hubungan hukum antara para pihak yang secara manfaat meminta jasa notaris
yang pada dasarnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keadilan
diantara para pihak yang bersengketa. Tugas notaris dalam menjalankan
jabatannya adalah sebagai pihak yang mandiri dan bukan sebagai salah satu pihak
dalam membuat akta. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya
selaku pejabat umum notaris harus memperlakukan kliennya sama dalam proses
pembuatan akta tanpa adanya salah satu pihak yang dipentingkan. Notaris dalam
mengemban tugas dan jabatannya memang tidak mudah dan banyak
permasalahan-permasalahan yang riskan bisa dihadapi sehingga notaris sering
terjerat dalam permasalahan hukum, maka dari itu sangat penting bagi seseorang
notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dan bekerja sesuai peraturan perundang-
undangan dalam melaksanakan tugas dan jabatannya agar nantinya akta yang
dibuatnya tidak berimplikasi pada permasalahan hukum di masa yang akan
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datang. Sedangkan untuk peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan
memerlukan dukungan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan.

Hal tersebut menjadi landasan filosofis diadakannya kegiatan pendaftaran
tanah oleh Pemerintah. Pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dilaksanakan oleh
Pemerintah melalui Kepala Kantor dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang
ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan dengan
pendaftaran tanah. PPAT memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian
kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah
dilakukannnya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan
data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. Akibat hukum
perjanjian dalam isi akta notaris dan PPAT yang dibuat berdasarkan surat palsu
dan keterangan palsu sesuai Pasal 1320 ayat (4) dan Pasal 1335 KUHPerdata yaitu
suatu perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang palsu adalah batal demi
hukum dan akta yang dibuat kekuatan pembuktiannya terdegradasi dari akta
autentik menjadi akta dibawah tangan, akan tetapi tentang kebenaran formal yang
terdapat dalam kepala dan penutup akta tersebut tetap mengikat para pihak yang
membuatnya.

Diharapkan kepada Pemerintah selaku lembaga legislatif yaitu DPR agar
memperjelas kembali pengaturan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Jabatan Notaris tentang kewajiban notaris untuk bertindak saksama dalam proses
pembuatan akta, agar nantinya notaris dalam proses pembuatan akta memiliki
pedoman dan tuntunan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum dalam
akta yang dibuatnya dikemudian hari. Sedangkan untuk PPAT diharapkan mampu
memahami dan kemudian menerapkan bentuk prinsip kehati-hatian dalam
pelaksanaan tugas jabatannya. Serta notaris dan PPAT dalam proses dan
menerima permintaan pembuatan akta lebih berhati-hati, cermat dan teliti
menerapkan aturan hukum yang akan dituangkan dalam akta, serta notaris lebih
dahulu dapat memberikan legal advice (penyuluhan hukum) oleh penghadap agar
akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Xiii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN........co ot i
HALAMAN SAMPUL DALAM ...t i
HALAMAN MOTTO .ottt e e e aan e e e e e e ii
HALAMAN PERSEMBAHAN ..ottt \Y,
HALAMAN PERSYARATAN GELAR ..o Y
HALAMAN PERSETUJIUAN ....ooiiiiii e e e Vi
HALAMAN PENGESAHAN ....oooiiiiie et vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIAPENGUJI ..., Vil
HALAMAN PERNYATAAN ..oooetitiiiieiiitiieiiiesseeesenessssasssssnnssnssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns iX
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.........coo i, X
HALAMAN RINGKASAN ... a e Xiii
HALAMAN DAFTAR IST ...t XV
BAB 1. PENDAHULUAN ......ooiiiii ittt 1
1.1 Latar Belakang.........cccoooeeeiiireiiiie e 1

1.2 Rumusan Masalah...........ccocoiiiiiiiii 5

1.3 Tujuan Penelitian ..........cuveeiiieiiire e 5

1.3 1 TUJUAN UMUM ittt 5

1.3.2 TUJUAN KNUSUS ....veeiiiee e 6

1.4 Metode Penelitian .........cccorircmeiiinnseercnesieniiseesereesernesenseniesannesans 6
1.4.1Tipe Penelitian .......cccvveeiiieeciie e 6

1.4.2 Pendekatan Masalah............ccocooviiiiiiiiiie e 7

1.4.3 Bahan HUKUM ..o 7

1.4.4 Analisis Bahan HUKUM............coooviiiiiiiiie e 8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA ...ttt 10
2.1 Prinsip Kehati-hatian ............ccccooiiiiiiiie e 10

2.2. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ............cccccoeevveeiieeennn. 11

2.2.1 Pengertian NOariS..........ccccovueeiiiee e 11

2.2.2. Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah ........................... 13

2.2.3 Tugas dan Wewenang NOAtaris ...........cccccvvveeiiivveneesiiinneenns 16

Xiv


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

2.2.4 Tugas dan Wewenang PPAT ... 19

BAB 3. PEMBAHASAN. ...ttt e e 26
3.1 Prinsip Kehati-hatian dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
NoOtaris dan PPAT .....ooirii e 26

3.2 Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang yang
Dibuat oleh Notaris dan PPAT yang Tidak Berdasakan Prinsip

Kehati-hatian ............ccooiieei e 42

BAB 4. PENUTUP ..ot annnnnnnnnnnnnnnnnns 50
4.1 KeSIMPUIAN.....ccei it 50

4.2 gSaTafh.... ........cccverriirrenn e L AL N 50
DAFTARQUESIIAKA. ... .com W W W S ... oS8 N W 52

XV


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA), mengakhiri masa dualisme hukum tanah yang berlaku di
Indonesia yaitu hukum Adat dan hukum Barat. Bukan saja terjadi unifikasi
Hukum Agraria melainkan unifikasi (kesatuan) hak-hak atas tanah. Oleh karena
itu, dengan berlakunya UUPA hak-hak atas tanah yang berlaku pada waktu itu
baik yang dahulu diatur dalam Hukum Adat maupun Hukum Barat, dikonversi
menjadi salah satu hak baru menurut UUPA dengan terciptanya unifikasi di
bidang pertahanan di Negara kita memberikan arti yang baru bagi Hukum Agraria
karena berdasarkan atas satu sistem hukum, yakni Hukum Agraria Nasional.
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bertugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai ha katas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun di dalam daerah kerjanya. Keharusan jual beli tanah
dihadapan PPAT, maka telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dan Peraturan Kepala Badan Pertahanan
Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kesatuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Penerbitan
peraturan tersebut dilakukan dalam rangka program pelayanan masyarakat dalam
pembuatan akta PPAT.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(selanjutnya disebut dengan PP Pendaftaran Tanah) Pasal 1 ayat (1) menguraikan
yang dimaksud dengan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan, dan penyajian serta
pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat
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tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak
milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya Hak
milik adalah hak untuk menikmati secara bebas dan memperlakukan secara sesuka
si pemilik hak yang sempurna, pemilik dapat menggunakannya, menikmatinya,
memusnahkannya, membuangnya, menjualnya. Secara umum pengaturan
mengenai hak milik atas tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria.’

Untuk dibuatkan akta jual beli tanah tersebut, pihak yang memindahkan
hak, harus memenuhi syarat yaitu berwenang memindahkan hak tersebut,
sedangkan pihak yang menerima harus memenuhi syarat subyek dari tanah yang
akan dibelinya itu. Serta harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang
saksi. Adapun fungsi akta PPAT dalam jual beli. Akta PPAT berfungsi sebagai
alat pembuktian mengenai benar sudah dilakukannya jual beli serta berfungsi
sebagai syarat utama dalam diterimanya proses jual beli di kantor Pertahanan,
pendapat tersebut sesuai dalam PP Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa
pendaftaran jual beli hanya boleh dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya,
sedangkan tanpa akta PPAT seseorang tidak akan memperoleh sertifikat,
meskipun jual belinya sah menurut hukum. Oleh karena itu, selambat-lambatnya 7
hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta tersebut PPAT wajib
mendaftarkan ke Kantor Pertahanan untuk memperkuat pembuktian terhadap
pihak ketiga.®

Pendaftaran tanah di Kantor Pertahanan, tidak begitu saja persoalan di
antara kedua belah pihak selesai melainkan kemungkinan pihak-pihak lain pun
terkait di dalamnya, disebabkan karena itikad tidak baik dari salah satu pihak yang
ingin menguasai tanah tersebut misalnya adanya pemalsuan kartu tanda penduduk
atau kartu keluarga serta identitas lainnya yang telah dirubah identitasnya ataupun
dengan mendatangkan orang lain yang sudah diubah identitasnya sesuai dengan
nama disertifikat tersebut. Adapun fungsi akta PPAT dalam jual beli. Akta PPAT
berfungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar sudah dilakukannya jual beli

serta berfungsi sebagai syarat utama dalam diterimanya proses jual beli dikantor

2 A. Weng, Henry Lie, Hukum Perdata, Medan, Senat Fakulitas Hukum USU, 1970. him 3
3 Adrian Sutedi, Sertifikta Hak Atas Tanah, Jakarta, Cet 3, Sinar Grafika, 2007. him 86
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Pertahanan serta bukti syah secara hukum, pendapat tersebut sesuai dalam PP No.
24 Tahun 1997 disebutkan bahwa pendaftaran jual beli hanya boleh dilakukan
dengan akta PPAT sebagai buktinya, sedangkan tanpa akta PPAT seseorang tidak
akan memperoleh sertifikat, meskipun jual belinya sah menurut hukum. Oleh
karena itu, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta
tersebut, PPAT wajib mendaftarkan ke Kantor Pertahan untuk memperkuat
pembuktian terhadap  pihak ketiga.*

Banyak kasus mengenai data-data yang di palsukan yng berakhir pada
sengketa sering mengemuka, di kota-kota besar pun sering dijumpai kasus-kasus
pemalsuan yang berujung pertengkaran dikalangan keluarga serta berujungnya di
Pengadilan apalagi saat ini banyak orang-orang yang beritikad tidak baik karena
memang sulit dalam memperoleh sertifikat dengan cara yang benar dan banyak
kasus terseebut tersiar di media cetak maupun elektronik, pembeli tidak
mengalami gugatan dari pihak lain, tetapi dalam jangka panjang pembeli akan
mengalami gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki ha katas tanahnya.
Pemalsuan tersebut akan mengalami cacat hukum pada suatu akta dapat
menyebabkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan kemudian. Berkaitan
dengan hal tersebut, PPAT yang bersangkutan dapat melakukan pembelaan
meskipun didalam ketentuan hukum tentang PPAT belum diatur mengenai hal
tersebut; dengan kehendak/keterangan yang telah diberikan dimana PPAT
bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas kebenaran dan
keaslian dari identitas penghadap, melainkan bertindak berdasarkan bukti materiil
yang telah lengkap yang diberikan kepadanya, dan secara nyata PPAT biasanya
hanya diberi Foto copy saja serta Apabila PPAT dituntut oleh pihak ketiga yang
merasa dirugikan ataupun diminta sebagai saksi di Pengadilan maka hal tersebut
hanya sebatas dimintakan keterangan sehubungan akta yang dibuatnya, dismping
itu PPAT pun dapat meminta perlindungan hukum/upaya pembelaan kepada
IPPAT sebagai suatu organisasi profesi dimana ia bernaung. Posisi PPAT sebatas
sebagai saksi dan PPAT tidak bertanggungjawab atas ketidakbenaran materiil

yang dikemukakan oleh para pihak, apabila kesalahan disebabkan oleh para pihak.

* 1bid.hIm67
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Tapi bila PPAT dan Notaris terbukti bersalah maka ia dapat dikenakan sanksi
administrative maupun sanksi pidana, juga tidak tertutup kemungkinan dituntut
ganti rugi oleh pihak yang dirugikan secara perdata (Mahatman Filiano Sutawan).
Tanggungugat Notaris Selaku PPAT Dalam Sengketa Perdata Jual Beli Hak Milik
Atas Tanah.’

Bagi para Notaris dan PPAT yang terbukti melanggar hal-hal tersebut
maka akan dijatuhi hukuman kurungan/penjara karena melakukan kejahatan
perbuatan pidana yang diancam hukuman kurungan atau penjara paling lama 5
(lima) tahun atau lebih berat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Seorang Notaris dan PPAT dalam
menjalankan tugas jabatannya harus disertai dengan tanggung jawab dan
kepercayaan diri yang penuh, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
dan benar serta siap untuk bertanggungjawab jika terjadi kesalahan baik yang
disengaja maupun yang tidak disengaja dalam setiap tindakannya. Philipus M.
Hadjon, bahwa adanya sarana keberatan (inspraak) merupakan sarana
perlindungan hukum preventif. Mengatur sanksi administrative tersebut dengan
maksud memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum kepada Notaris dan
PPAT untuk mengajukan pembelaan diri atas sanksi administrative yang
diterimanya.

Prinsip kehati-hatian memiliki makna memberikan sikap waspada baik
pada diri sendiri maupun bagi orang lain dengan memerhatikan konsekuensi dari
setiap tindakan yang dilakukan, baik untuk saat ini maupun dikemudian hari.
Prinsip kehati-hatian tersebut selayaknya juga menjadi bagian dalam berbagai
peraturan khususnya dalam peraturan yang berkaitan kebutuhan masyarakat luas
akan suatu kepastian hukum seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, beserta peraturan

pelaksananya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun

® Mahatma Filiano Sutawan. Tanggunggugat Notaris Selaku PPAT Dalam Sengketa Perdata Jual
Beli Hak Milik Atas Tanah http://adin.lib.unair.ac.id diakses pada 15 Oktober 2018
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2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan PPAT (Perkaban 1 Tahun 2006), serta pada peraturan
yang berkaitan dengan peralihan ha katas tanah.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengetahui lebih lanjut dan melakukan
penelitian mengenai pelaksanaan kewajiban Notaris dan PPAT dalam
pemeriksaan pencegahan data serta sertifikat sebagai persiapan pembuatan akta
jual beli tanah, kewajiban Notaris dan PPAT dalam meneliti persyaratan jual beli
tanah, dang tanggungjawab Notaris dan PPAT beserta akibat hukumnya apabila
dalam pembuatan akta jual beli tanah di wilayah tertentu tersebut terdapat data-
data yang dipalsukan. Maka hal-hal tersebut menjadi dasar dan latar belakang
untuk mengkaji dalam sebuah penelitian hukum berjudul “Prinsip Kehati-hatian

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Notaris dan PPAT”.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas ditetapkan rumusan masalah bagaimana
prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan Tugas dan wewenang Notaris dan PPAT.
Rumusan masalah tersebut dibagi menjadi sub rumusan masalah sebagai berikut :
1. Mengapa Notaris dan PPAT dalam melaksanakan tugas dan wewenang harus
berdasarkan prinsip kehati-hatian?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang yang

dibuat oleh Notaris dan PPAT yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian?
1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

1. Memenuhi dan melengkapi tugas persyaratan pokok yang bersifat
akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum sesuai dengan ketentuan
kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis
selama perkuliahan serta mengembangkan analisa secara yuridis praktis.

3. Memberikan kontribusi pemikiran yang berguna khususnya bagi
mahaiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, badan legislatif dan

eksekutif serta bagi masyarakat umum.
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1.3.2 Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan tugas dan wewenang
Notaris dan PPAT mengenai prinsip kehati-hatian.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pelaksanaan
tugas dan wewenang yang dibuat oleh Notaris dan PPAT jika tidak

melaksanakan prinsip kehati-hatian.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penelitian hukum ini
adalah suatu metode yang sistematis dan terarah sebagai cara untuk menemukan,
mengembangkan dan menguji kebenaran, sebab nilai ilmiah suatu penelitian
penelitian hukum tidak lepas dari metologi yang digunakan. Sehubungan dengan
hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah
untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan
perkembangan yang ada, adapun metode penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini sebagai berikut:®

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis
normatif. Penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research, yaitu
penelitian melalui bahan-bahan hukum baik bersifat primer maupun sekunder.
Bahan hukum disusun secara sistematis untuk mengkaji suatu isu hukum atau
permasalahan hukum.

Penulis menggunakan tipe penelitian normatif yuridis dalam penelitian
hukum ini, untuk menganalisa suatu permasalahan yang menjadi isu hukum
dengan mengacu pada penerapan norma hukum positif atau kaidah hukum,
sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan didalam penelitian hukum ini

mencapai kepenulisan hukum yang objektif dan rasional.

6 Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum,cetakan ke-12,Jakarta: Kencana,2016,him 47
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1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum
ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan Perundang-undangan
(statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-
undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dikaji.”
Suatu hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach)
apabila dibantu dengan pendekatan pendekatan konseptual (conceptual approach)
yang akan menjadikan penelitian hukum ini dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya.

Pada pendekatan konseptual, beranjak dari pandangan-pandangan dan
doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,
konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.
Pendekatan melalui pemahaman mengenai pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin tersebut merupakan cara bagi peneliti dalam membangun suatu

argumentasi untuk memecahkan isu yang dikaji.?

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana atau alat dari suatu penelitian yang
digunakan untuk memecahkan isu hukum dan merupakan sumber-sumber sebagai
bahan rujukan guna mendukung argumentasi penelitian hukum ini. Sebagaimana
menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa untuk memecahkan isu hukum dan
sekaligus memberikan preskriptif mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan
sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi
sumber penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta

bahan non-hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

"Ibid. him . 53
81bid.hIm. 95.
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a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai
otoritas.Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.®
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini, adalah:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Notaris;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 19965 tentang Hak Guna Usaha,
Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah semua publikasi tentang hukum yang bukan
dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks,
kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atau putusan pengadilan.*®

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks, karena buku teks
bersisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana
yang mempunyai kualifikasi tinggi.'* Selain bahan hukum sekunder berupa buku
teks, terdapat tulisan hukum dalam bentuk buku maupun jurnal.

Seorang peneliti akan lebih mudah memahami bahan hukum primer, ketika
peneliti membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang didalamnya

mengulas bahan-bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber penelitian.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum, merupakan suatu metode atau cara untuk

menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum

°Ibid.
©1bid.hlm. 120
% bid. him. 124
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yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif,
yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal
yang besifat khusus untuk mencapai perkarya tulis atau maksud yang sebenarnya.
Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum
adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang
tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak
dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non
hukum yang dipandang mempunyai relevansi terhadap isu
hukum;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan
bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan
menjawab isu hukum; dan

5. Memberikan perkarya tulis berdasarkan argumentasi yang
telah dibangun di dalam kesimpulan. *?

Berdasarkan metode penelitian yang diuraikan di atas diharapkan di dalam
penelitian skripsi ini mampu memperoleh jawaban atas rumusan masalah
sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya
secara ilmiah dan dapat memberikan pekarya tulis mengenai apa yang seharusnya

dilakukan dan diterapkan.

21hid.hIm. 213.
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BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Prinsip Kehati-hatian

Kehati-hatian berasal dari kata hati-hati (prudent) yang erat kaitannya
dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prudent dapat juga
diartikan bijaksana. Apabila dilihat dari prinsip kehati-hatian perbankan (prudent
banking priciple) sendiri merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan
bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati
(prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan
padanya®.

Prinsip kehati-hatian digunakan untuk menjawab rumusan masalah
pertama karena dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris, bunyi pasal tersebut belum menjelaskan kewajiban
dan contoh tindakan seksama notaris dalam membuat akta autentik, sehingga
kewajiban notaris untuk bertindak seksama yang dimaksud belum jelas dan
menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya notaris
harus bertindak hati-hati lebih cermat serta teliti dalam memeriksa dokumen
maupun keterangan para pihak yng ingin membuat akta autentik agar tidak
menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya dikemudian
hari.

Dalam dunia perbankan istilah ini digunakan untuk prinsip kehati-hatian
bank. Oleh karena itu di Indonesia muncul istilah pengawasan atau manajemn
bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (Prudential
Principle) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam
menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka
melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Prinsip kehati-hatian
yang ada dalam perbankan (Prudential Principle) digunakan karena notaris

sebagai pejabat umum, harus memegang teguh prinsip kehati-hatian tersebut, agar

3 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, Hukum Perbankan, Jakarta, Sinar Grafika, 2012. him 27

10
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tidak menimbulkan permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya

dikemudian hari.

2.2 Notaris Dan Pejabat Pembuatan Akta Tanah
2.2.1 Pengertian Notaris
Keberadaan notaris di Indonesia sangatlah penting bagi kehidupan

masyarakat, karena notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh
pemerintah untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian
dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Akta
autentik yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan
kepastian hukum didalam setiap perbuatan dan peristiwa hukum, sebab akta
notaris bersifat autentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam
setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut. Notaris sebagai pejabat
umum **merupakan terjemahan dari istilah Openbare Ambtenare yang terdapat
dalam pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN), °dan pasal 1868 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).'® Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa:
Notaris adalah pejabat umum yng berwenang untuk membuat akta otentik dan
kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini*’
Memperhatikan uraian ketentuan Pasal 1 UUJN, maka dapat dijelaskan bahwa
Notaris dalah:

a. Pejabat umum;

b. Berwenang membuat akta;

c. Otentik; dan

d. Ditentukan oleh undang undang.

Pengertian notaris menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pengertian Notaris adalah pejabat umum

yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya

 http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_9_14 2005.pdf, diakses pada tanggal 15 Oktober 2018
> G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara
Pratama, 1999). him v

16 pasal 1868 Burderlijk Wethoek (BW)

7 Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.



http://hukum.unsrat.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

12

sebagaimana dimaksud dalam ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Notaris mendapatkan kewenangan dari undang-undangan atau secara atributif.

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang

kepada organ pemerintahan, dengan kata lain kewenangan atributif digariskan

atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-undang

Dasar. Kewenangan secara atributif merupakan kewenangan yang berasal dari

undangundang.

Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Notaris, menyatakan:

(1)

)

©)

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua
perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh
peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh
yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik,
menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta,
memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu
sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan
oleh undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris
berwenang pula:

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal
surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam
buku khusus;

c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan
dalam surat yang bersangkutan;

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat
aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan
pembuatan Akta;

f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan
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Selanjutnya, Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahu
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentan

Jabatan Notaris, menyebutkan Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah

a.
b.
C.

warga negara Indonesia;

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan
sehat dari dokter dan psikiater;

berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai
karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat)
bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas
rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau
tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih.

2.2.2 Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dalam ketentuan Hukum Tanah Nasional yaitu Undang-Undang Pokok

Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mengatur bahwa semua Peralihan Hak Atas Tanah

dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah,

pemasukan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan

hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang

dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kemudian disingkat

PPAT sebagai warga wegara sekaligus pejabat yang berwenang membuat akta

otentik mengenai segala sesuatu perbuatan hukum berkaitan dengan peralihan
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Hak Atas Tanah, tunduk pada hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 24 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah menyatakan PPAT adalah Pejabat Umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta-akta tertentu maksudnya yaitu akta pemindahan
dan pembebanan hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan
akta pemberian kuasa untuk membebankan hak tanggungan. Selain itu wajib
membantu kliennya apabila ingin melakukan peralihan hak atas tanah dengan
tidak menyimpang dari peraturan jabatannya sebagai Pejabat pembuat Akta
Tanah.

PPAT sudah dikenal sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah, yang merupakan peraturan pelaksanaan
dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (UUPA). Di dalam peraturan tersebut PPAT disebutkan sebagai pejabat
yang berfungsi membuat akta yang bermaksud memindahkan hak atas tanah,
memberikan hak baru atau membebankan hak atas tanah. Pasal 7 Peraturan
Pemerintah yang sama menyebutkan pula bahwa peraturan jabatan PPAT diatur
dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Sebagai realisasi dari pernyataan
tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan Peraturan
pelaksanaannya Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Peraturan ini mencabut

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1999.

Pengertian PPAT dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan,
yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah
(UUHT), menyebutkan bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut
PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta
pemindahan hak atas tanah, akan pembebanan Hak Tanggungan, dan akta
pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku”.
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Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak
Pakai Atas Tanah, bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut
PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta
tanah”. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa “Pejabat Pembuat Tanah,
selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat kta-akta tanah tertentu”. Dalam Pasal 1 ayat (1) dari Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentng Peraturan Jabatan PPAT bahwa yang
dimaksud dengan ‘“Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT
adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta
otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai ha katas tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun”. Dari keempat peraturan perundang-undangan
di atas menunjukkan bahwa kedudukan PPAT adalah sebagai pejabat umum.
Namun dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi apa
yang dimaksud dengan pejabat umum. Maksud “pejabat umum” itu adalah orng
yang diangkat oleh Instansi yang berwenang, dengan tugas melayani masyarakat
umum di bidang atau kegiatan tertentu.'®* Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan, PPAT dibedakan menjadi 4 (empat)
macam, yaitu :

1) PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat
akta-akta oktentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai ha katas
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Pasal 1 angka 1).

2) Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) adalah pejabat
Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas
PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat
PPAT (Pasal 1 angka 2).

3) Pejabat Pembuat Akta Tanah Khusus adalah pejabat Badan Pertahanan
Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas
PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka
pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. Pejabat Pembuat
Akta Tanah Khusus (PPAT Khusus) hanya berwenang membuat akta
mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam
penunjukannya (Pasal 1 angka 3).

'8 Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003. him 486
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4) Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengganti (PPAT Pengganti) yaitu yang
menggantikan PPAT yang berhalangan sementara, misalnya karena cuti
(Pasal 38 ayat (3)).
Ada beberapa peraturan yang dapat diangkat menjadi PPAT, adalah :

1) Notaris;

2) Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Direktorat Jendral
Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
peraturan-peraturan pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lainnya
yang bersangkutan dengan persoalan peralihan ha katas tanah;

3) Para pegawai pamong praja yang pernah melakukan tugas seorang PPAT;

4) Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh
Direktorat Jendral Agraria.*

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat
Akta Tanah, ini merupakan landasan yuridis pengaturan tentang PPAT di
Indonesia. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang
diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik peralihan hak atas
tanah diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang
agrarian/pertanahan. Segala hal yang menyangkut tugas dan wewenang PPAT
ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pembuat Akta Tanah yang dituangkan pada tanggal 5 Maret 1998.

PPAT mempunyai tugas Yyang penting dan strategis dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah yaitu membuat akta peralihan hak atas tanah.
Tanpa bukti berupa akta PPAT, para Kepala Kantor Pertanahan dilarang
mendaftar perbuatan hukum yang bersangkutan. Akta yang dibuat PPAT sebagai
pejabat umum merupakan akta otentik. PPAT sebagai pejabat yang bertugas
khusus di bidang pelaksanaan sebagian kegiatan pendaftaran tanah, yang
dimaksud adalah notaris, camat, dan kepala kantor pertanahan.

Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksana
PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
adalah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN
Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Mengenai penunjukan PPAT

9 A P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1991. him 8
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sementara diatur dalam Pasal 19 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998,
yaitu “Penunjukan Camat sebagai PPAT sementara dilakukan dalam hal di daerah
kabupaten/kota sebagai wilayah kerjanya masih tersedia formasi PPAT”.
Keputusan penunjukan camat sebagai PPAT sementara oleh Kepala Badan yang
pelaksanaannnya  didelegasikan  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan
Kabupaten/Kota.

2.2.3 Tugas dan Wewenang Notaris

Terbentuknya lembaga notaris karena adanya kebutuhan masyarakat baik
pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Secara Kebahasaan Notaris berasal
dari kata Notarius untuk tunggal dan Notarii untuk jamak. Notaris merupakan
istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang
melakukan pekerjaan menulis, namun fungsi Notaris pada zaman tersebut berbeda
dengan fungsi Notaris pada saat ini.?° Jaman Pemerintahan Republik Indonesia
merdeka dibagi menjadi 2 (dua) periode atau masa berdasarkan pemberlakuan
undang-undang tentang Notaris, yaitu :

a) PJN (Peraturan Jabatan Notaris), sejak merdeka sampai
diberlakukannya UUJN (Orde Lama, Orde Baru, Reformasi
sebelum Juni 2004); dan

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang
diundangkan sejak tanggal 6 Oktober 2004.%

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris) merupakan
peraturan hukum dibidang pengaturan notaris. Notaris sebagai jabatan wajib
bertindak professional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar
jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu memberikan

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.?* Sebagaimana diatur dalam

20 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesi (Perspektif Hukum dan Etika),
Yogyakarta, Ull Pr ess, 2009. hIm 7-8

2L AA. Andi Prajitno, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris Di Indonesia,
Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara, 2010. him 15

%2 Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan
PPAT), Bandung, (Selanjutnya disebut Habib Adjie 1), P.T. Citra Aditya Bakti, 2009. him 3
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Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan Notaris adalah pejabat
umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan
Undang-Undang lainnya.

Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak
dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik.
la adalah pembuat doumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Dengan
demikian Openbare Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian
dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare Ambtenaren diartikan
sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan Openbare Ambtenaren yang
diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang
diserahi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan
kualifikasi seperti diberikan kepada Notaris.”®

Aturan hukum sebagaimana tersebut diatas yang mengatur keberadaan
Notaris tidak memberikan batan atau definisi mengenai pejabat umum, karena
sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum bukan hanya Notaris
saja, PPAT juga diberi kualifikasi sebagai Pejabat Umum, Pejabat Lelang.
Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum kepada pejabat lain selain Pejabat
Umum, bertolak belakang dengan makna dari Pejabat Umum itu sendiri, karena
seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan
pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan Pejabat Lelang hanya
untuk lelang saja.?*

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan
bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang
berkuasa untuk itu. Pegawai-pegawai umum yang berkuasa tersebut diantaranya
adalah PPAT, Pejabat Lelang, Pejabat KUA, Pejabat Dinas Kependudukan, dan
termasuk Notaris yang berkuasa mengeluarkan akta otentik sesuai
kewenangannya masing-masing yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.?

23 H
Ibid
 Dody Radjasa Waluyo, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum,Media Notariat (Menor)
Edisi Oktober-Desember 2001. him 63
% |bid
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Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat Umum berkaitamn dengan
wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris
bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta
tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain®.
Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain, sepertinya Kantor Catatan
Sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai Pejabat Umum tapi hanya
menjalankan fungsi sebagai Pejabat Umum saja ketika membuat akta-akta yang
ditentukan oleh aturan hukum, dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya
seperti semula sebagai Pegawai Negeri. Misalnya akta-akta, yang dibuat oleh
Kantor Catatan Sipil juga termasuk akta otentik. Kepala Kantor Catatan Sipil yang
membuat dan menandatanganinya tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.?’

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta
sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat
dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan
hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga Jabatan
Notaris sebagai Pejabat Umum tidak perlu lagi diberi sebutan lain yang berkaitan
dengan kewenangan Notaris: seperti Notaris sebagai Pembuatan Akta Koperasi
berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/1X/2004, tanggal 24 September
2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, kemudian Notaris
sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) berdasarkan Pasal 37 ayat
(3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pemberian sebutan lain
kepada Notaris seperti tersebut di atas telah mencederai makna Pejabat Umum.
Seakan-akan Notaris akan mempunyai kewenangan tertentu jika disebutkan dalam

suatu aturan hukum dari instansi pemerintah.?®

% Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

2" Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik,
Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama, 2009). him 27
% Ibid
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2.2.4 Tugas dan Wewenang PPAT

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disebut dengan PP
Peraturan Jabatan PPAT) yang disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah yang biasa
disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan membuat akta-
akta otentik perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas
satuan rumah susun. Dalam PP No. 37/1998 ini juga memuat PPAT sementara
dan PPAT khusus. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan
Dengan tanah.

Yang disebut dengan PPAT adalah pejabat umum yang diberikan
wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak
atas tanah dan akta pemberi kuasa pembebanan hak Tanggungan menurut
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian PPAT di atas, maka
dapat dilihat betapa pentingnya fungsi dan peranan PPAT dalam melayani
kebutuhan masyarakat dalam hal pertanahan baik pemindahan hak atas tanah,
pemberian hak baru atau hak lainnya yang berhubungan dengan hak atas tanah.
Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah
dengan memuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu,
mengenai hak atas tanah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan
dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang
diakibatkan oleh peraturan hukum itu. Mengenai tugas dari PPAT adalah sebagai
berikut:

1) Membantu pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum untuk
mengajukan permohonan ijin pemindahan hak dan permohonan penegasan
konversi serta pendaftaran hak atas tanah.

2) Membuat akta mengenai perbuatan hukum yang berhubungan dengan hak
atas tanah dan hak tanggungan (akta jual beli, tukar menukar dan lain-
lain).

Sedangkan mengenai wewenang dari PPAT adalah sebagai berikut:

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, mengenai:
a) Jual beli.
b) Tukar menukar.
¢) Hibah.
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d) Pemasukan ke dalam perusahaan (Inbreng)

e) Pembagian hak bersama.

f) Pemberian HGB / Hak Pakai atas Tanah Hak Milik.
g) Pemberian hak tanggungan.

h) Pemberian kuasa membebanan hak tanggungan.

2. PPAT dapat membuat akta mengenai perbuatan hukum mengenai hak
atas tanah (antara lain termasuk Hak Guna Usaha dan tanah bekas
Hak Milik adat) atau hak-hak atas tanah yang menurut sifatnya dapat
dialinkan atau dibebani Hak Tanggungan atau membuat Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan.

3. PPAT Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai perbuatan
hukum yang disebutkan secara khusus dalam penunjukkannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat
Akta Tanah, ini merupakan landasan yuridis pengaturan tentang PPAT di
Indonesia. Dalam Pasal 1 disebutkan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang
diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik peralihan hak atas
tanah diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang
agrarian/pertanahan. Segala hal yang menyangkut tugas dan wewenang PPAT
ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pembuat Akta Tanah yang dituangkan pada tanggal 5 Maret 1998.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menyatakan bahwa
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pejabat Pembuat Akta Tanah
mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum
sebagaimana telah disebutkan di atas, mengenai hak atas tanah dan Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya. Pejabat
Pembuat Akta Tanah Khusus hanya berwenang membuat Akta mengenai
perbuatan hukum yang disebut secara khusus penunjukannya. Sehubungan dengan
tugas dan wewenang PPAT membantu Kepala Kantor pertanahan dalam
melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta
yang akan dijadikan dasar pendaftaran perubahan data tanah, dan sesuai dengan
jabatan PPAT sebagai Pejabat Umum, maka akta yang dibuatnya diberi
kedudukan sebagai akat otentik. Akta PPAT dibuat sebagai tanda bukti yang
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berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan menghindarkan
sengketa. Oleh karena itu pembuatan akta harus sedemikian rupa, artinya jangan
memuat hal-hal yang tidak jelas agar tidak men Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 37

Tahun 1998 menegaskan bahwa PPAT hanya berwenang membuat akta
mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas satuan Rumah Susun yang terletak di
wilayah kerjanya.umbulkan sengketa dikemudian hari. Pengecualian dari Pasal 4
ayat (1) ditentukan dalam ayat (2), yaitu untuk akta tukar menukar, akta
pemasukan dalam perusahaan (inbreng) dan akta pembagian hak bersama
mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang
tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seseorang PPAT, dapat dibuat oleh
PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah
susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum.

Pasal 3 Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006, menyatakan
kewenangan PPAT adalah Ayat (1) berisi bahwa PPAT mempunyai kewenangan
membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan
hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah
dan hak milik atas satuan rumah susun yang terletak dalam daerah kerjanya. Ayat
(2) berisi bahwa PPAT Sementara mempunyai kewenangan membuat akta tanah
yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan
rumah susun dengan daerah kerja di dalam wilayah kerja jabatannya. Ayat (3)
berisi mengenai PPAT khusus hanya berwenang membuat akta mengenai

perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam penunjukannya.

Kewajiban PPAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 Peraturan
Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 adalah:
(1) Menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945 dan Negara Republik
Indonesia.
(2) Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan
sebagai PPAT.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

©)

(4)

()
(6)

(")

(8)

(9)

(10)

(11)

23

Menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Kantor
Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Menyerahkan Protokol PPAT dalam hal berhenti dari
jabatannya atau melaksanakan cuti.

Membebaskan uang jasa bagi yang tidak mampu.

Membuka kantor setiap hari kerja kecuali cuti atau hari libur
resmi.

Berkantor hanya di 1 kantor dalam daerah kerja sesuai dengan
keputusan pengangkatan PPAT.

Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, contoh
paraf dan eraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor
Wilayah, Bupati/Walikota, Ketua Pengadilan Negeri dan
Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi daerah
kerja PPAT.

Melaksanakan Jabatannya secara nyata setelah pengambilan
sumpabh.

Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang bentuk
dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan.

Lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh PPAT, satu bulan setelah

pengambilan sumpah jabatan ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 yaitu:

(a)

(b)

Menyampaikan alamat kantornya, contoh tanda tangan, contoh
paraf, dan cap/stempel jabatannya kepada Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi,
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat 1I, Ketua
Pengadilan Negeri, dan Kepala Kantor Pertanahan yang
wilayahnya meliputi daerah kerja PPAT yang bersangkutan.
Melaksanakan jabatannya secara nyata.

PPAT harus berkantor di satu suatu kantor dalam daerah kerjanya dan

wajib memasang papan nama serta menggunakan stempel yang bentuk dan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

24

ukurannya ditetapkan oleh Kepala Badan. Selanjutnya akta PPAT dibuat dengan
bentuk yang ditetapkan oleh Kepala Badan, serta semua jenis akta diberi satu
nomor urut yang berulang pada permukaan tahun takwim. Akta PPAT dibuat
dalam bentuk asli sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu:

(@) Lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh
PPAT yang bersangkutan.

(b) Lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut
banyaknya hak atas tanah atau satuan rumah susun yang
menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta, yang disampaikan
kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau
dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa
membebankan hak tanggungan, disampaikan kepada pemegang
kuasa untuk dasar pembuatan akta pemberian hak tanggungan,
dan kepada pihak yang berkepentingan dapat diberikan

salinannya.

Setiap lembar akta PPAT asli yang disimpan oleh PPAT harus dijilid
sebulan sekali dan setiap jilid terdiri dari 50 lembar akta dengan jilid terakhir
dalam setiap bulan memuat lembar-lembar akta sisanya. Pada sampul buku akta
asli penjilidan akta-akta itu dicantumkan daftar akta didalamnya yang memuat
nomor akta, tanggal pembuatan akta dan jenis akta. Berdasarkan Pasal 26
ditegaskan bahwa PPAT harus membuat satu daftar untuk semua akta yang
dibuatnya. Buku daftar akta PPAT diisi setiap akhir hari kerja dengan garis tinta
yang diparaf oleh PPAT yang bersangkutan.

PPAT berkewajiban mengirim laporan bulanan mengenai akta yang
dibuatnya, yang diambil dari buku daftar akta PPAT kepada Kepala Kantor
Pertanahan dan kantorkantor lain sesuai ketentuan Undang-Undang atau Peraturan
Pemerintah yang berlaku selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. PPAT
harus dapat melaksanakan tugas yang diembannya dengan sebaik-baiknya. Karena
dalam Pasal 62 PP Nomor 24 Tahun 1997 telah ditetapkan sanksi bagi PPAT yang
dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku
serta petunjuk dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Sanksi yang dikenakan

berupa tindakan administratif, berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari
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jabatannya dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti rugi oleh pihak-
pihak yang menderita kerugian yang diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan
tersebut.
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BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang notaris dan PPAT harus berdasarkan prinsip
kehati-hatian dikarenakan sudah seharusnya wajib dilaksanakan notaris dan
PPAT agar nantinya notaris dapat mencegah timbulnya permasalahan hukum
terhadap akta autentik yang dibuatnya dikemudian hari. Bentuk-bentuk prinsip
kehati-hatian yang di lakukan notaris dalam proses pembuatan akta yaitu,
melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap, melalui verifikasi secara
cermat data subyek dan obyek penghadap, memberi tenggang waktu dalam
pengerjaan akta, bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan
akta, memenuhi segala teknik syarat pembuatan akta.

2. Akibat hukum perjanjian dalam isi akta notaris dan PPAT yang dibuat
berdasarkan surat palsu dan keterangan palsu, sesuai dengan Kode Etik
Notaris Pasal 6, notaris mendapat sanksi yakni teguran, peringatan,
pemberhentian sementara, pemeberhentian dengan hormat dan pemberhentian

dengan tidak hormat.

4.2 Saran

1. Pemerintah selaku lembaga legislatif yaitu DPR agar memperjelas kembali
pengaturan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris
tentang kewajiban notaris untuk bertindak saksama dalam proses pembuatan
akta, agar nantinya notaris dalam proses pembuatan akta memiliki pedoman
dan tuntunan untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum dalam akta
yang dibuatnya dikemudian hari. Sedangkan untuk PPAT diharapkan mampu
memahami dan kemudian menerapkan bentuk prinsip kehati-hatian dalam
pelaksanaan tugas jabatannya.

2. Notaris dan PPAT dalam proses dan menerima permintaan pembuatan akta
lebih berhati-hati, cermat dan teliti menerapkan aturan hukum yang akan
dituangkan dalam akta, serta notaris lebih dahulu dapat memberikan legal

advice (penyuluhan hukum) oleh penghadap agar akta yang dibuatnya sesuai

50


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

o1

dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

52

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku
Adjie Habib,2015, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan
UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika
Aditama, Bandung.

, 2009, (Kumpulan Tulisan ) Meneropong Khazanah Notaris dan
PPAT Indonesia Tentang Notaris dan PPAT), PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung.

Adrian Sutedi, 2008, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar
Grafika, Jakarta.

Artje Tehupeiory, 2012, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia. Raih Asa
Sukses, Jakarta.

Andi, AA. Prajitno, 2010, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan
Notaris Di Indonesia, Cetakan Pertama, Putra Media Nusantara.

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif
Hukum dan Etika, UlI Press, Yogyakarta.

Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta.

Hutagalung, Arie S, 2005, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah.
Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki,2016, Penulisan Hukum. Kencana Prenada Media Group,
Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

53

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/1X/2004

C. Internet
Mahatman Filiano Sutawan. Tanggunggugat Notaris Selaku PPAT Dalam
Sengketa Perdata Jual Beli Hak Milik Atas Tanah (http://adln.lib.unair.ac.id)
diakses pada tanggal 15 Oktober 2018



http://adln.lib.unair.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

